
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

  

6.1 KESIMPULAN 

Penegasan, penerimaan, dan pengakuan dari sesama merupakan impian naluriah 

seorang manusia dalam kekerdilan jiwanya dihimpit rimba raya kepentingan manusia lain. 

Motivasi untuk bertahan (survive) dan tetap hidup mengkonstruksi gagasan dasar munculnya 

perang atau konflik. Pada masyarakat pluralis seperti Indonesia, konflik menjadi sulit dihindari 

manakala setiap kelompok masyarakat yang diikat oleh identitas tertentu merasa terancam, 

baik melalui penerapan sebuah kebijakan maupun prilaku kelompok masyarakat lain yang 

hidup berdampingan. Kondisi ini biasa-biasa saja alias tidak ada yang istimewa, kerena 

kebijakan pemerintah tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak, dan kehadiran 

kelompok lain tidak selamanya bisa diterima. Artinya, konflik tetap merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat pluralis. Bahkan dalam kehidupan manusia secara 

umum pun, baik sebagai individu maupun kelompok, konflik tetap menjadi bagian yang 

integratif. 

Tulisan ini bukan hanya melihat konflik sebagai bagian yang itegratif dalam hidup 

manusia, tetapi lebih jauh memahami konflik sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk 

mendorong terciptanya perubahan sosial. Konflik sebagai sebuah upaya untuk merebut atau 

mendapatkan kembali harga diri identitas yang hilang akibat pelecehan dan penghinaan 

kelompok identitas lain. Selain itu, konflik juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai untuk 

kembali ke jati dirinya masing-masing. Komunitas etnis Melayu Sambas di Kalimantan Barat 

merasa harga diri dan identitas ke-Melayu-annya diinjak-injak, dihina dan dilecehkan 
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komunitas etnis Madura melalui berbagai tindak kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Sehingga sebagai bentuk perlawanan dan sekaligus pelajaran kepada pihak Madura, pihak 

Melayu membantai dan mengusir Madura dari wilayah Kabupaten Sambas. Tragedi 

kemanusiaan atau yang sering dikenal, konflik tahun 1999 itu merupakan upaya maksimal 

pihak Melayu untuk mendapatkan kembali harga diri sebagai Melayu dan identitas obyektifnya 

sebagai tuan tanah atau penduduk setempat. Sebaliknya bagi pihak Madura, konflik 1999 

merupakan peringatan keras terhadap berbagai tindakan tercela yang mereka lakukan 

sebelumnya, dan sekaligus mengembalikan mereka pada posisinya sebagai pendatang yang 

harus menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat setempat.    

Sebatas kesadaran untuk kembali ke jati diri masing-masing pasca konflik bukanlah 

sebagai tujuan akhir dari proses afirmasi karena afirmasi mengandaikan adanya penerimaan 

dan penegasan kembali yang bersifat intersubyektivitas. Pihak Melayu menerima dan 

mengakui keberadaan pihak Madura dengan seluruh keunikannya, dan sebaliknya pihak 

Madura menerima dan mengakui keberadaan pihak Melayu dengan seluruh identitas ke-

Melayu-annya yang khas. Tindakan saling menerima dan mengakui berangkat dari 

pemahaman dasar bahwa pihak Melayu sungguh-sungguh menyadari identitas ke-Melayu-

annya karena kehadiran pihak Madura dan sebaliknya, pihak Madura sungguh-sungguh 

menyadari identitas ke-Madura-annya karena kehadiran identitas lain, seperti Melayu misalnya. 

Pengakuan yang bersifat intersubyektivitas pasca konflik merupakan dambaan semua 

pihak, terutama orang-orang yang tidak menghendaki konflik, namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan, baik pihak Melayu maupun Madura masih berada di tahap kesadaran. Masing-

masing pihak menyadari bahwa mereka telah berkonflik yang mengakibatkan hilangnya jiwa 

dan harta benda. Secara normatif mereka menyesali apa yang telah terjadi dan berharap agar 

peristiwa yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Sebagian besar masyarakat telah 

melangkah ke tahap perbaikan, terutama berkaitan dengan pembenahan sikap dan penilaian 
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terhadap masing-masing pihak. Pihak Melayu menilai Madura tidak semuanya jahat, ada pula 

yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat setempat. 

Sebaliknya, pihak Madura menilai Melayu tidak semuanya dendam, ada pula yang baik dan 

mau menerima Madura kembali ke Sambas. Lebih dari itu, pihak Melayu maupun Madura, 

termasuk Dayak dan etnis lain di Kalimantan Barat telah berupaya mengembangkan 

mekanisme antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya konflik susulan (lihat. mekanisme 

antisipatif konflik di bab 4), namun belum melangkah ke tahap afirmasi.  

Semua proses itu merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tahap afirmasi atau 

penegasan diri identitas di tengah identitas lain. Sekalipun saat ini masyarakat masih berada 

pada tahap penyadaran, penyesalan dan upaya perbaikan, di masa yang akan datang tetap 

terbuka kemungkinan untuk mencapai tahap afirmasi. Untuk mencapai tahap ini memang tidak 

mudah, membutuhkan strategi tertentu guna mendorong dan mengoptimalkan kondisi yang 

ada sekarang. Afirmsi bukan sekadar mengantisipasi terjadinya konflik susulan, dengan 

menahan emosi massa masing-masing pihak, tetapi juga membangun relasi personal maupun 

kolektif, mensharingkan perbedaan yang melahirkan kedengkian dan membangun masa depan 

secara bersama-sama. Afirmasi bukan sekadar mengakui perbedaan masing-masing, tetapi 

juga mengelolah perbedaan untuk membangun kebersamaan. Afirmasi bukan sekadar 

mentransformasi konflik, tetapi juga menggunakan  konflik sebagai alat atau instrumen untuk 

menciptakan perubahan yang dikehendaki bersama. Di sini tidak ada lagi kelompok 

masyarakat yang merasa was-was, takut, dan  terancam akan kehilangan harga diri dan 

identitas. Semua kelompok masyarakat diikat oleh tujuan bersama, yakni memelihara 

kedamaian dan keharmonisan. 

Dalam kondisi mandeg-nya masyarakat pada tahap penyadaran, penyesalan, dan 

perbaikan pasca konflik, pembahasan mengenai rekayasa sosial, baik melalui rekayasa 

pengalaman traumatik maupun rekayasa kebijakan menjadi relevan. Rekayasa sosial pasca 
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konflik dimungkinkan ketika ditemukan titik-titik simpul yang menyatukan kepentingan pihak-

pihak yang bertikai. Selain itu, fakta-fakta yang bertentangan atau saling berhadapan yang 

membuat pihak-pihak yang bertikai saling bermusuhan direkayasa menjadi sebuah potensi 

untuk membangun kesadaran saling membutuhakan dan tergantung satu dengan yang lain.  

Untuk melakukan hal ini dibutuhkan keterlibatan pihak lain (baca: aktor-aktor rekayasa). 

Namun keterlibatan pihak lain hanya sebatas memfasilitasi berkembangnya mekanisme 

internal masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya konflik susulan. Para aktor rekayasa tidak 

memposisikan diri sebagai pengambil keputusan karena yang mengambil keputusan adalah 

masyarakat sendiri, khususnya pihak-pihak yang bertikai.  

Berkaitan dengan peran para aktor rekayasa sosial, yaitu pemerintah, tokoh adat dan 

tokoh agama (tokoh masyarakat), para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

masyarakat biasa yang menghendaki perdamaian, penulis mengajukan beberapa catatan yang 

patut dicermati. 

Pertama, konflik internal negara, khususnya yang dilatarbelakangi perbedaan identitas 

etnis, termasuk agama seperti terjadi di Kabupaten Sambas tahun 1999 sangat membutuhkan 

peran mekanisme tradisional. Mekanisme tradisional yang direpresentasikan tokoh adat dan 

tokoh agama (yang sungguh-sungguh bertindak atas kepentingan masyarakat banyak) harus  

diberi peran, baik sebelum konflik maupun sesudah konflik. Hal ini penting dan sangat strategis 

karena konflik internal negara umumnya terkait erat dengan persoalan-persoalan yang bersifat 

primordial, seperti etnis, suku, agama, adat-istiadat, bahasa, dll. Persoalan-persoalan ini tidak 

bisa didalami dan diselesaikan melalui kebijakan formal yang bersifat taktis-mekanistik dari 

pemerintah karena sudut pandangnya berbeda. Konsep keadilan yang dipahami seorang 

pejabat publik kerap kali berbeda dengan keadilan yang dirasakan dan dipahami seorang 

tokoh adat masyarakat setempat. Sebagai contoh, bagi polisi dan pemerintah umumnya; setiap 

pelaku tindak kejahatan harus dihukum dan dimasukan ke dalam penjara. Itu baru adil. Namun 
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bagi tokoh adat Dayak misalnya, tindakan yang adil buat pelaku kejahatan adalah menghukum 

sesuai dengan kerusakan yang dialami korban. Jika akibat kejahatan itu korban meninggal 

dunia maka pelaku pun harus mati. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan alam, 

dalam pengertian, darah yang tertumpah harus diganti. Di sini nampak sangat tidak manusiawi, 

nyawa ganti nyawa. Namun persoalannya, bukan manusiawi atau tidak manusiawi, tetapi 

mematuhi tradisi nenek moyang atau tidak. Meskipun tata ada semacam ini telah banyak 

mengalami perubahan sampai hari ini, di mana darah manusia bisa diganti darah binatang, 

hilang anggota tubuh bisa diganti uang karena setiap anggota tubuh punya harga tersendiri, 

dsb, namun konsep dasar keadilan tetap eksis, yakni menciptakan keseimbangan.  

Kedua (masih ada kaitan dengan yang pertama), konflik yang dilatarbelakangi 

persoalan-persoalan primordial, khususnya di Indonesia umumnya berawal dari tindak kriminal 

atau kejahatan biasa. Misalnya, mabuk mengganggu orang lain, mencuri, mencopet, dsb,  

kemudian dipukul, dikeroyok sampai babak belur, bahkan sampai mati. Kemudian keluarga 

atau kelompok korban ingin balas dendam dan melakukan penyerangan, dan seterusnya, 

sampai akhirnya pecah konflik besar. Penanganan terhadap kasus ini nampaknya gampang-

gampang saja; pelaku ditangkap kemudian diproses secara hukum dan dimasukan ke dalam 

penjara, selesai. Namun kenyataannya tidak semudah itu, apalagi kalau polisi terindikasi 

menerima suap dari pelaku seperti terjadi pada insiden pertama dalam konflik Sambas. 

Tindakan kriminal atau kejahatan biasa, dalam pengertian, tidak ditarik ke isu primordial, 

seperti etnis, suku, agama, adat-istiadat, dll, mungkin mudah di selesaikan. Tetapi kalau 

kejahatan terjadi lintas-etnis, lintas-agama, lintas-suku dan secara sengaja atau tidak sengaja 

ditarik ke isu-isu primordial maka sudah bisa dipastikan, masalah itu akan menjadi rumit dan 

sulit diselesaikan. Lebih celaka lagi misalnya, tindakan kejahatan lintas identitas primordial  

terjadi ketika masyarakat sedang dalam kondisi was-was, takut, dan merasa terancam.  Dalam 

kondisis ini sangat rawan terjadinya gesekan atau konflik.  
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Berbagai kasus konflik di wilayah Kalimantan Barat hampir semuanya diawali tindak 

kejahatan lintas identitas, terutama etnis. Tindak kejahatan lintas-etnis dipahami sebagai 

bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap etnis korban, sehingga penanganannya tidak bisa 

selesai hanya dengan menangkap pelaku kemudian diproses secara hukum. Bentuk 

penanganannya harus berjalan secara simultan antara proses hukum formal-negara dengan 

proses hukum adat masyarakat setempat. Proses hukum formal-negara untuk menghentikan 

kejahatan, sedangkan proses hukum adat untuk menormalisasi kondisi sosial dan relasi yang 

rusak akibat tindakan kejahatan yang terjadi. Polisi dan pengadilan menghukum pelaku dengan 

asumsi, menjalankan tugas, sehari-hari tidak hidup bersama pelaku maupun korban, tidak ada 

relasi personal, tidak kenal dengan pelaku maupun korban, sedangkan seorang tokoh adat 

menjalankan perannya karena  karisma dan kepercayaan masyarakat. Dia harus 

menyelesaikan persoalan pada orang-orang yang sehari-harinya dia kenal, bahkan mungkin 

masih ada hubungan kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban.  Selain itu dia harus 

mempertemukan orang yang sehari-harinya hidup berdampingan, saling kenal, antara pelaku 

maupun korban, termasuk keluarganya masing-masing. Dengan demikian penyelesaian 

seorang tokoh adat langsung mengacu pada upaya normalisasi relasi sosial, sedangkan 

penyelesaian hukum formal-negara terkait dengan tindakan kejahatan semata.      

Ketiga, membangun perdamaian pasca konflik memang bertumpu pada kesadaran 

pihak-pihak yang bertikai, dalam pengertian, semangat pihak-pihak yang bertikai menjadi spirit 

atau jiwa dari upaya damai yang dilakukan. Namun itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali 

tidak membutuhkan keterlibatan pihak lain, seperti keterlibatan para aktor rekayasa misalnya. 

Mereka tetap membutuhkan keterlibatan pihak lain, terutama untuk memobilisasi dan 

menyebarluaskan gagasan damai dan mendorong tumbuhnya sikap saling membutuhan dan 

saling melengkapi di antara mereka. Hanya catatan yang harus diperhatikan adalah para aktor 
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rekayasa adalah fasilitator, bukan pengambil keputusan, karena yang berhak mengambil 

keputusan adalah pihak-pihak yang bertikai.  

Kenyataan pasca konflik Sambas menunjukkan bahwa para aktor rekayasa justru 

terjebak pada pemahaman, “yang berperan mengusung gagasan damai pasca konflik adalah 

pihak-pihak yang bertikai”. Akibatnya para aktor rekayasa, mulai dari pemerintah sampai 

masyarakat biasa yang menghendaki damai praktis tidak berbuat apa-apa. Mereka selalu 

dihantui ketakutan; takut massa Melayu marah dan menolak gagasan damai yang ditawarkan, 

takut massa Madura melalukan pembalasan kalau diizinkan kembali ke Sambas. Singkatnya, 

mereka takut gagasan damai yang ditawarkan tidak diterima, bahkan memancing pertikaian 

atau konflik baru. Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk menggagas 

perdamaian, tetapi hasilnya hanya berhenti di ruang pertemuan. Padahal sesungguhnya pihak 

Melayu hanya mempertahankan gengsi untuk mengakui secara jujur bahwa mereka 

membutuhkan kehadiran orang Madura, dan sebaliknya pihak Madura enggan mengakui 

bahwa tanah pertanian di Kabupaten Sambas sangat subur dan cocok untuk pola hidup 

mereka sebagai petani. Potensi ini tidak dimanfaatkan para aktor rekayasa untuk melancang 

peradamaian. Mereka hanya menunggu proses alamiah atau kesadaran internal pihak-pihak 

yang bertikai untuk berdamai. 

Keempat, salah satu persoalan pelik pasca konflik adalah keinginan untuk balas 

dendam dan tidak mampu untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan.  Karena persoalan 

ini terkait dengan psikologi manusia, dalam pengertian, terjadi ketidakseimbangan antara 

beben masa lalu dengan tantangan masa depan, maka dibutuhkan konsep psikologi untuk 

merekayasa dan selanjutnya merelakan pengalaman pahit itu lewat. Untuk itu dibutuhkan 

konsep atau pemahaman berkaitan dengan rekayasa pengalaman traumatik seperti dijelaskan 

sebelumnya (lih. bab 5: empat pendekatan rekayasa pengalaman traumatik). Pengalaman 

traumatik adalah beban masa lalu yang memberatkan langka menuju masa depan yang tidak 
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pasti. Rantai beban masa lalu harus diputuskan, karena apa yang telah terjadi tidak mungkin 

ditarik kembali, dan selanjutnya melangkah ke masa depan yang penuh tantangan. Semua ini 

hanya bisa dilakukan kalau ada pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap tindakan 

“memaafkan” dan “berjanji”. “Memaafkan” berkaitan dengan upaya memutuskan rantai beban 

masa lalu; satu-satunya cara untuk merelakan masa lalu itu lewat. Sedangkan “berjanji” 

berkaitan dengan upaya merancang masa depan yang tidak pasti. Satu-satunya kepastian 

tentang masa depan adalah kedua belah pihak berpegang janji, karena janji memberikan 

harapan dan semangat baru untuk membangun masa depan. Tindakan memaafkan dan 

berjanji terkait satu dengan yang lain, bahkan tidak bisa dipisahkan. Ketika orang rela 

memaafkan maka ia harus terikat pada janji, baik pada diri sendiri maupun pada orang yang 

menerima janji; demikianpun sebaliknya. Ini berarti,  maaf  tidak sekadar ritual-seremonial, 

bersalaman, berpelukan, menangis, dsb, tetapi sunggu-sungguh terikat pada janji untuk 

merelakan masa lalu dan membangun masa depan secara bersama-sama.  

Untuk melakukan ini dibutuhkan vasilitasi dari para aktor rekayasa, karena pihak yang 

bertikai sedang berada pada posisi terhimpit, antara beban masa lalu dan tantangan 

membangun masa depan yang tidak pasti. Pasca konflik Sambas, sejak tahun 1999 sampai 

sekarang, upaya para aktor rekayasa masih sebatas tindakan seremonial dari memaafkan dan  

berjanji. Selesai pertemuan damai, para wakil dari pihak-pihak yang bertikai bersalaman, 

berpelukan, dan menangis menyesali apa yang telah terjadi. Mereka nampaknya tidak memiliki 

konsep, bagaimana mengimplemtasikan tindakan seremonial itu. Akibatnya, gagasan damai 

yang indah bagaikan “macan ompong” yang tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menata 

kembali kerusakan sosial akibat konflik 1999 yang lalu.  

Kelima, Kalimantan Barat adalah proyeksi masa depan Indonesia, terutama berkaitan 

dengan bagaimana mengelola perbedaan kepentingan identitas. Beragama identitas, baik 

etnis, agama, suku, adat-istiadat, bahasa maupun status sosial dan aliran politik yang terdapat  
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di negeri katulistiwa ini merupakan representasi dari kemajemukan identitas di Indonesia 

secara umum. Untuk daerah-daerah di luar Kalimantan Barat, dirasakan dan diakui adanya 

kemajemukan itu, tetapi sebagian besar hampir tidak mempunyai pengalaman konflik dan 

bagaimana jatuh bangun mengelolah konflik untuk selanjutnya membangun perdamaian 

secara bersama-sama. Akibat seringnya wilayah Kalimantan Barat dilanda konflik (sejak tahun 

1952 – 2003 telah terjadi 18 kali konflik), masyarakat perlahan-lahan menyadari bahwa setiap 

kelompok masyarakat yang diikat oleh identitas tertentu berharga dan bernilai. Maka tidak 

seorang pun berhak melecehkan, karena pelecehan berakibat pecahnya konflik dan itu berarti 

menghancurkan semua impian dan harapan. Jika terjadi tindakan kejahatan lintas-etnis, lintas-

agama dan lintas-suku jangan pernah dikembangkan menjadi isu etnis, agama atau suku. 

Karena tindakan itu memancing amukan massa yang menghancurkan semua pihak. 

Kesadaran-kesadaran seperti ini merupakan modal utama untuk membangun masyarakat 

pluralis di masa depan. Berbeda tapi bisa hidup bersama, berkonflik tapi akhirnya bisa 

menciptakan perubahan.      

 

6.2. PENUTUP 

 Semua ide dan gagasan yang muncul dalam tulisan ini membutuhkan kajian  lebih 

lanjut, baik melalui verivikasi data lapangan maupun pendalaman gagasan. Penulis tidak 

berambisi mengkalaim bahwa apa yang dihasilkan ini sempurna dan sesuai dengan kenyataan 

yang sesungguhnya. Sebatas yang penulis ketahui dan pahami, inilah hasil elaborasinya. 

Gagasan dasar bahwa konflik bisa menjadi instrumen afirmasi perbedaan identitas dalam 

masyarakat pluralis dengan asumsi terjadi proses transformasi dan rekayasa sosial pasca 

konflik ternyata tidak semuanya terbukti. Ada proses menuju tahap afirmasi identitas, tatapi 

kurang mendapat vasilitasi dari para aktor rekayasa, sehingga terkadang berjalan di tempat. 

Terdapat potensi pada pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai tahap afirmasi, tetapi kurang 
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dimanfaatkan para aktor rekayasa. Di masa yang akan datang pihak-pihak yang bertikai pasti 

bisa mencapai tahap afirmasi, namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu proses 

yang terjadi sekarang diharapkan bisa dikembangkan pihak-pihak yang bertikai melalui 

bantuan tangan-tangan para aktor rekayasa.  

 Tulisan ini hanya mencoba membuka kemungkinan jalan-jalan yang bisa dilalui pihak-

pihak yang bertikai untuk membangun masa depannya secara bersama-sama. Jala-jalan ini 

akan tertutup dan tidak mencapai tujuannya kalau terjadi konflik susulan yang kembali menarik 

pihak-pihak yang bertikai untuk memulai proses damai dari titik nol. Kemungkinan untuk terjadi 

konflik susulan tetap terbuka, terutama kalau pemerintah dan para aktor rekayasa lainnya tidak 

mengambil peran mengimplementasikan gagasan damai melalui strategi-strategi, yang 

diantaranya ditawarkan dalam tulisan ini. Strategi-strategi yang ditawarkan harus tetap 

memperhatikan kemampuan implementatif dari pihak-pihak yang pernah bertikai. Hanya 

dengan demikian, strategi yang ditawarkan akan nampak fleksibel dan mampu menyesuaikan 

diri dengan kepentingan pihak yang bertikai.  

 Lebih dari itu para aktor rekayasa perlu meninggalkan sikap apriorinya bahwa pihak 

yang bertikai tidak akan menerima konsep damai yang ditawarkan. Konsep damai yang 

ditawarkan dan langsung diarahkan pada subyek sasaran kemungkinan besar bisa gagal 

karena terkesan menyuruh pihak yang bertikai untuk merubah sikap dan tindakannya. Padahal 

pihak yang bertikai tidak ingin melakukan tindakan yang bertentangan dengan hasrat hatinya 

untuk memusuhi dan dihimpit pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Rekayasa sosial 

justru menghindari sasaran langsung gagasan damai. Rekayasa sosial menggunakan medium 

lain untuk menekan dan memaksa, misalnya melalui penghentian pemberian fasilitas sosial 

dan ekonomi atau memanfaatkan kondisi saling membutuhkan di antara pihak-pihak yang 

bertikai. Mereka saling membutuhkan tetapi malu mengungkapkannya secara jujur karena 

akan kembali mendegradasi harga diri yang telah mereka diperjuangkan.        
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